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[image: image2.jpg]undangan sebanyak delapan
temuan. Selain itu, walau LKPD
Sigi tahun 2010 dinyatakan WDP,
namun penyerahannya ke BPK.
untuk dilakukan pemeriksaan
nanti tanggal 4 April atau
terlambat. Dan itu menurut BPK
tidak sesuai dengan UU No.1
tahun 2004 tentang

negara.

Bupati  Sigi, Aswadin
Randalembah, pada kesempatan
itu mmyamknn Tasa bangganya

tahun
Meningkatnya tren pengelolaan
keuangan di Sigi menurut dia
harus dipertahankan pada tahun-
tahun mendatang. Bahkan kalau
‘memungkinkan akan meningkat
ke opini wajar tanpa pengecualian
(WTP).

“Semoga ini pertanda baik.
Kalau ada yang tidak berkenan
kami perlakukan kepada BPK
selama memeriksa LKPD tahun
2010, kami memohon maaf
sebesar-besarnya. Sesungguhnya
itu tidak kami sengaja,”
Aswadin yang hadir di kantor
BPK didampingi Sekkab dan
beberapa pejabat eselon II di
Pemkab Sigi.

Ia juga tak lupa mengapresiasi
kerja-kerja personelnya di Sigi
yang telah berbuat maju. Karena
pada LKPD 2009 Sigi mendapat
disclaimer, sekarang sudah tidak

lagi. “Ini berkat buah kerja dari
kita semua, “tandasnya.

‘Wakil Ketua DPRD Sigi,
Paulina, juga menyatakan

‘harapannya pada penerimaan

LKPD Sigi tahun 2010.
Menurutnya, opini WDP yang
diterima Sigi patut diapresiasi. Itu
terjadi karena semakin baiknya
tatakelolakeuangan di kabupaten
terbaru di Sulteng itu. Paulina
melalui lembaganya menyatakan
akan terus  mengawal
pemerintahan Sigi lima tahun ke
depan melalui tiga fungsi DPRD.

“Apa yang sudah dicapai oleh
Pemkab Sigi, sebisa mungkin
menjadi suntikan spirit bagi
seluruh aparatar. Lebih bekerja
maksimal dan melakukan
pengelolaan keuangan sesuai
mekanisme aturan yang ada.
Jangan mengabaikan aturan jika
ingin daerah lebih maju, "katanya.

Kepada pihak BPK, Paulina
juga tetap berharap agar terus
membangun hubungan
baik’dengan pemerintah daerah
Sigi. Seperti jika ada hal yang
perlu dikonsultasikan, kiranya

¥

BPK selalumembuka ruang bagi *

pemerintah daerah Sigi.

“Kita tetap berharap ada
‘hubungan kerjasama yang positif
dengan BPK RI perwakilan
Sulteng dibangun ke depan, untuk
tata kelola keuangan yang baik di
Sigi,” harap Paulina. (fri)
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Pasalnya, Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Sigi
tahun anggaran 2010 dinyatakan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI perwakilan Sulteng
Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) atau qualified opinion.
Pemberian opini WDP terbilang
meningkat, karena pada LKPD
tahun 2009 lalu BPK menolak
memberikan opini (disclaimer

opinion) terhadap LKPD
kabupaten itu.
Pemberian opini WDP

terungkap saat dilakukannya
penyerahan hasil pemeriksaan
LKPD Kabupaten Sigi tahun
2010 di kantor BPK RI di Jalan
Muh Yamin, Palu, pagi kemarin
(1/6). Kepala BPK RI Dadang
Gunawan menyerahkan hasil
pemeriksaan LKPD kepada
. Bupati Sigi, Ir H Aswadin
Randalembah dan Wakil Ketua
DPRD Sigi, Paulina SE.
Sesuai hasil pemeriksaan BPK
RI, cakupan pemeriksaan LKPD
+ Sigi tahun anggaran 2010 senilai
Rp700,63 miliar yang meliputi
neraca sebesar Rp66,23 miliar,
yang terdiri dari aset Rp66,16
miliar dan kewajiban Rp73,67
juta. Sedangkan Laporan
Realisasi APBD (LRA) sebesar
Rp634,39 miliar terdiri dari
pendapatan senilai Rp473,73

miliar dan belanja Rp160,66
i

Untuk jumlah temuan pada
LKPD Sigi tahun 2010 sebesar
RpS5,3 miliar atau 0,76 persen dari
cakupan pemeriksaan dana
sebesar Rp700,63 miliar.

Diberikannya opini WDP
terhadap LPKD Sigi tahun 2010
karena adanya pengecualian
sebagai berikut. Pertama, saldo
kas di bendahara pengeluaran
termasuk sisa UP/TUP tahun
2009 dan 2010 sebesar Rp324,45
juta, belum disetor ke kas daerah
dan tidak dalam penguasaan
bendahara pengeluaran. Kedua,
SKPD belum sepenuhnya
melakukan  penatausahaan
persediaan yang dikelolanya
seperti mencatat mutasi
penambahan dan pengurangan
persediaan berdasarkan setiap
Jjenis barang persediaan, sehingga
saldo persediaan 31 Desember
2010 tidak dapat diyakini
kewajarannya. Dan yang ketiga,
penataan aset tetap yang
dilakukan SKPD tidak tertib. Ini
karena tidak semua SKPD
membuat Laporan Barang
Perigguna Semesteran (LBPS),
Laporan Barang Pengguna
Tahunan (LBPT) dan Daftar
Barang Kuasa Pengguna
(DBKP).

Selain itu, aset yang telah
dihibahkan kepada masyarakat
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sebesar Rp167,51 juta dan
terdapat belanja pemeliharaan
yang belum dikapitalisasi pada
aset tetap minimal Rp1,35 miliar.
Sehingga saldo aset tetap per 31
Desember 2010 tak dapat diyakini
kewajarannya.

Dengan opini WDP diperoleh
Kabupaten Sigi pada LKPD tahun
2010, BPK menilai terjadi

perbaikan pada hal pertama;
penatausahaan kas pada kuasa
BUD dengan membuat
rekonsialiasi kas harian.
Kemudian kedua; revausasi atau
penilaian kembali aset tetap
dengan menggunakan jasa
konsultasi. Kefiga; penyaluran
langsung alokasi dana desa
(ADD) ke rekening desa dan
keempat; mengintensifkan

penatausahaan keuangan dan
barang sehingga permasalahan
telah berhasil diminimalkan dari
tahun 2009.

Sebaliknya, BPK RI tetap
mencantumkan  kelemahan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
yaitu sebanyak 10 temuan
sedangkan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-
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